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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang ( yang dipaksakan ) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat 

dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk 

ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditunjukkan melalui 

keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat 

dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat 

dikatakan sebagai wajib pajak. 

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak 

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa yaitu 

berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. 

2.1.2.1 Pajak Berdasarkan Cara Pemungutan 

2.1.2.1.1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung  

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses 
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pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. 

Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orangtuanya. 

Begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri. 

Jenis pajak yang masuk ke dalam pajak langsung di antaranya: 

1. Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak Kendaraan Bermotor. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada 

pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, 

pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan 

tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan 

kepada pihak lain. Jenis pajak yang tergolong ke dalam pajak tidak langsung: 

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Pajak Bea Masuk. 

3. Pajak Ekspor. 

2.1.2.2 Pajak Berdasarkan Sifat 

2 . 1 . 2 . 2 . 1  Pajak Subjektif dan Pajak Objektif  

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya sedangkan 

pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak 

subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif 
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adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib 

pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. 

Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek 

pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang 

yang dikenakan pajak. 

2 . 1 . 2 . 3  Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut  

2.1.2.3.1 Pajak Pusat dan Pajak Daerah 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah 

Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja 

negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan 

lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat 

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan 

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

Berbeda dengan pajak nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang 

dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk 

membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis 

yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. 

Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri 

karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah 

tangga masing-masing. Nyatanya, pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu 

sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua. 
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Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program 

kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

4. Bea Materai 

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). 

Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah: 

1. Pajak provinsi terdiri dari: 

- Pajak Kendaraan Bermotor. 

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

- Pajak Air Permukaan. 

- Pajak Rokok. 

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari: 

- Pajak Hotel. 

- Pajak Restoran. 

- Pajak Hiburan. 
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- Pajak Reklame. 

- Pajak Penerangan Jalan. 

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan. 

- Pajak Parkir. 

- Pajak Air Tanah. 

- Pajak Sarang Burung Walet. 

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

- Sekadar informasi saja, mulai tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah. 

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan 

dan Pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. 

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah merupakan hal esensial dan harus dimiliki oleh tiap 

daerah agar tidak menjadi “kota mati”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 

pasal 1 angka 18 tertulis: “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian, ada pendapat 

yang mengatakan pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat 
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jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan 

yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain (Halim: 2011).  

2.1.4 Prinsip Pajak Daerah 

Pajak adalah pungutan yang wajib dibayar oleh seorang Wajib Pajak untuk 

negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah, negara dan masyarakat 

umum. Agar perubahan dan perbaikan berlangsung terus menerus maka 

dibutuhkan upaya penerapan pelayanan terbaik yang mengadaptasi prinsip-prinsip 

perpajakan. Dalam mendukung kelancaran sistem pemungutan pajak agar berjalan 

efektif, terdapat 4 prinsip pajak yang harus dijalankan dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak.  

2.1.4.1 Prinsip Keadilan (Equity) 

Keadilan vertikal maupun keadilan horizontal dalam pemungutan pajak 

harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara 

umum serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding dengan 

tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi 

sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan 

horizontal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar 

akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan 

penghasilan kecil. 

2.1.4.2 Prinsip Kepastian (Certainty) 

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan 

jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi Wajib 

Pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak atau dasar pengenaan 

pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut 

https://klikpajak.id/jenis-pajak-penghasilan-badan-usaha-atau-perusahaan/
https://klikpajak.id/jenis-pajak-penghasilan-badan-usaha-atau-perusahaan/
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dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh Wajib Pajak dan memudahkan 

administrasi. 

2.1.4.3 Prinsip Kecocokan/Kelayakan (Convience) 

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan Wajib Pajak serta 

hendaknya sejalan dengan sistem self assessment. Artinya, pemerintah 

mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan 

pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi 

dan membayar kewajiban pajaknya. 

2.1.4.4 Prinsip Ekonomi (Economy) 

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan 

biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Pemerintah akan menerapkan 

sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang 

rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang 

dikenakan. 

2.1.5 Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah 

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah : 

2.1.5.1 Pajak Provinsi 

2.1.5.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan 

beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini 

dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. 

Tarif yang yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini 

rinciannya: 
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• Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk 

kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk 

kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. 

• Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 

2%. 

• Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah 

sebesar 0,50%. 

• Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%. 

 

2.1.5.1.2 Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua 

pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar 

menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

Tarif BBNKB : 

• Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing 

sebagai berikut: 

1. Penyerahan pertama sebesar 10%. 

2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. 

• Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak 

menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai 

berikut: 

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%. 

2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. 
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2.1.5.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan 

bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang 

disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan 

bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBB-KB 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

Tarif PBB-KB: 

• Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor titetapkan sebesar 5% 

• Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang 

dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan 

Peraturan Presiden, dalam hal: 

1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi 

harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. 

2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka 

waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang 

Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

• Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua 

huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka 

waktu paling lama 2 bulan. 

2.1.5.1.4 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan 

pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, 

pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau 

tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap 



14 
 

alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka 

pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah. 

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

• Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah 

• Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung 

berdasarkan faktor-faktor berikut: 

1. Jenis sumber air. 

2. Lokasi/zona pengambilan sumber air. 

3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. 

4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan. 

5. Kualitas air. 

6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 

atau pemanfaatan air. 

• Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan 

harga dasar air. 

• Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) 

dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku. 

• Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4)ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

• Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%. 

• Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. 

 

2.1.5.1.5 Pajak Rokok 

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

pemerintah pusat.   Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang 

meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis 

membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan 
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pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak 

adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin 

berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai. Subjek pajak dari Pajak Rokok ini 

adalah konsumen rokok. 

Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah 

yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. 

2.1.5.2 Pajak Kabupaten/Kota 

2.1.5.2.1 Pajak Hotel 

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa 

penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah 

ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang 

disediakan oleh hotel tersebut. 

Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan 

kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. 

2.1.5.2.2 Pajak Restoran 

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. 

Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah 

restoran. 

2.1.5.2.3 Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak yang kenakan atas jasa pelayanan hiburan 

yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak 

hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya 

adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. 
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Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan 

yang dinikmati. 

2.1.5.2.4 Pajak Reklame 

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan 

komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, 

bilboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian 

pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame 

melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. 

Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang 

bersangkutan. 

2.1.5.2.5 Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. 

Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. 

Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni: 

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN 

yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak 

bumi dan gas alam, sebesar 3%. 

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN 

yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama 

sebesar 2,4%. 

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan 

Jalan ditetapkan sebesar 1,5%. 
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2.1.5.2.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan 

atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu 

apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika 

dilakukan secara komersial. 

Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 

1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%, 

2. Tarif untuk batuan sebesar 20%. 

 

2.1.5.2.7 Pajak Parkir 

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir 

di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah 

usaha/penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang 

kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 

kendaraan roda 2. 

Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. 

 

2.1.5.2.8 Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah 

untuk tujuan komersil.  

Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%. 

 

2.1.5.2.9 Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas 

pengambilan sarang burung walet.  

Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. 
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2.1.5.2.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak 

yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau 

dimanfaatkan. 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: 

1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang 

bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%. 

2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 

1 miliar sebesar 0,2%. 

3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap 

lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%. 

 

2.1.5.2.11 Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak 

yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan 

tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. 

Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh 

orang pribadi atau suatu badan tertentu. 

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor  

Kendaraan bermotor adalah transportasi darat yang memiliki roda baik dua 

atau lebih beserta gandengannya yang digerakkan oleh peralatan teknik yang 

berada pada kendaraan tersebut (Ilhamsyah, dkk., 2016:3 dan Pangalila, dkk., 

2015:11).  

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk salah satu jenis pajak provinsi. Pajak 

Kendaraan Bermotor menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1, 
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yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah 

daerah atas kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor. 

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam 

menentukan jumlah pajak seseorang yang akan dibayar kepada negara (Satya, 

2017). Pemungutan pajak negara oleh negara dilakukan dengan memakai sistem 

tertentu. Menurut Resmi (2009: 11) sistem pemungutan pajak terdapat tiga sistem, 

yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding 

System. Karena karakterisktik setiap jenis pajak daerah tidak sama, self 

assessment system tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Di 

Indonesia, sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menganut Official 

Assesment System, dimana fiskus memiliki wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak terutang (Sari dan Neri, 2015) 

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: 

2.1.7.1 Self Assessment System. 

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak 

yang bersangkutan. 

Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh 

pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai 

pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis 

pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan 

pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia  setelah masa reformasi pajak 

pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konskuensi dalam 

sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang 

menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib 

pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. 
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Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment: 

• Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. 

• Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai 

dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. 

• Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali  jika 

wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang 

seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. 

2.1.7.2 Official Assessment System 

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus 

atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 

Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat 

pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak 

Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, 

KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran 

PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak 

terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak 

Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. 

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment: 

• Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 

• Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. 

• Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang 

dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 

• Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang 

wajib dibayarkan. 
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2.1.7.3 Withholding Assessment System 

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga 

yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Witholding 

System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara 

instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan 

pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia 

adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan 

PPN. 

2.1.8 Layanan Drive Thru  

Drive Thru berasal dari bahasa Inggris Drive Through, yaitu jenis layanan 

yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen hanya dengan cara menunggu 

dikendaraannya. Pihak kantor Bersama Samsat membuat inovasi layanan Samsat 

Drive Thru dan lokasi Samsat Drive Thru berada di luar gedung kantor Bersama 

Samsat. Samsat Drive Thru adalah layanan yang transaksinya dilakukan tanpa 

harus Wajib Pajak turun dari kendaraannya, layanan tersebut berupa pengesahan 

STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Rohemah, dkk. 2013: 138). Dalam hal 

ini Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendaraannya. Wajib Pajak cukup 

memberikan STNK lamanya beserta nominal pajak yang dikenakan di loket yang 

bisa dicapai.  

2.1.9 Dua macam Sanksi Perpajakan, 

2.1.9.1 Sanksi Administrasi yang terdiri dari: 

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda 

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak 

ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat 

ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, 

atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. 

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah 

dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana 

ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. 
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b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga 

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas 

pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. 

Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu 

jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai 

dengan saat diterima dibayarkan. 

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga 

utang biasa dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang 

pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). 

Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung 

berdasarkan bunga majemuk. 

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak 

yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Paiak 

hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang 

terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka 

sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga. 

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya 

adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya 

dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan 

dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.  

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa 

kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal 

ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus 

dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada 

dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah 

pajak yang tidak kurang dibayar. 

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya 

dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-

informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak 

terutang.  
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2.1.9.2 Sanksi Pidana 

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. 

Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan 

bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan 

sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali 

melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai 

sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan 

SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau 

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan negara. 

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak 

kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran 

disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang 

mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja 

tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara. 

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak 

pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya 

pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya 

tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini 

disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang 

dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 

(sepuluh) tahun. 

Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada 

intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, 

dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana 
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biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu 

ada. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini dicantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai landasan empiris bagi peneliti : 

Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama, Tahun, Judul 

Penelitian 

Metode Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1 Magistyo P 

Priambodo (2010), 

Kontribusi 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Jawa 

Timur 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kontribusi yang diberikan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

terhadap PAD pada 

Provinsi Jawa Timur rata-

rata 63% per tahun. 

2 Novia Rahmawati 

(2013), Analisis 

Efektivitas 

Pemungutan Pajak 

Melalui Layanan 

Samsat Drive Thru 

(studi kasus Kantor 

Bersama Samsat Kota 

Batu) 

Metode 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Dari empat indikator yang 

digunakan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui 

efektifitas dari pemungutan 

pajak pada layanan Samsat 

Drive Thru KB Samsat 

Kota Batu menunjukkan 

bahwa pemungutan pajak 

melalui layanan Drive Thru 

efektif. Keempat indikator 

tersebut yaitu wajib pajak 

pengguna layanan Drive 

Thru, penerimaan layanan 

Drive Thru, standar 
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pelayanan dan kepuasan 

wajib pajak layanan Drive 

Thru. 

Hasil perbandingan 

penerimaan pendapatan 

sebelum dan sesudah 

adanya penerapan layanan 

Samsat Drive Thru yaitu 

terjadinya peningkatan 

penerimaan pendapatan 

sebesar 2% setelah adanya 

layanan Samsat Drive Thru 

dapat dikatakan efektif 

karena telah dapat 

memutus rantai calo 

meskipun belum maksimal. 

3 Irma Aulis Silvia 

(2015), Analisis 

Mekanisme 

Pemungutan dan 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

Pada Kantor Samsat 

(Studi Kasus pada 

kantor Sistem 

Administrasi 

Manunggal di Bawah 

Satu Atap Lombok 

Timur) 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa 

mekanisme yang 

digunakan dalam 

pemungutan pajak 

kendaraan bermotor pada 

Samsat Lombok Timur 

telah sesuai dengan 

Peraturan Gubernur, 

namun perlu peningkatan 

pelayanan dengan 

mempertimbangkan 

kondisi masyarakat yang 

ada di Lombok Timur agar 

lebih efektif dan efisien 
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Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda tentang system 

pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kepatuhan wajib pajak. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah : 

2.2.1 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penelitian ini mengukur keberhasilan penerapan layanan Drive Thru. 

2.2.2 Objek penelitian yaitu di Kota Malang karena berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang 

lumayan pesat dari tahun ke tahun. 

2.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

dalam pemungutan pajak 

kendaraan bermotor. 

4 Lutfi Riyana Waqidah 

(2017), Kontribusi 

Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor 

dari Layanan Drive 

Thru Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten 

Madiun 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengalami peningkatan 

yang tidak terlalu besar 

dari tahun ke tahun, namun 

dari setiap tahun layanan 

Drive Thru mampu 

memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor yang 

terus meningkat. 

Pendapatan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB)  

Penerimaan PKB dari 

Layanan Drive Thru  

Penerimaan PKB 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 


